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: Panundaan Panerbitan Perizinan Baru di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Yang lerhormat,
Para Gubarnur
di seluruh Indonesia
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: Segera

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 lentang Perubshan stas Undang-Undang Momor 4 Tahun 2009 lentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomar 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
yang selanjulnya disebutl dengan UU Nomar 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni
2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun
2020, barsama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikuf ;

1. Dengan berakunya UU MNomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan
pengelolaan perambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah
provinsi yang lelah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Perlambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain
yang mengalur flenlang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
pertambangan mineral dan batubara letap berlaku uniuk jangka wakiu paling
lama B (enam) butan terhitung sefak tanggal 10 Juni 2020 atau sampal dengan
diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Nomor 4 Tahun 2008 flentang
Pertambangan

2. Dalam jangha wakiu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan
mineral dan balubara sebegaimana dimaksud pada sngka 1, gubernur tidak
dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana distur dalam Undang-
uﬂwumw‘t:hw" e mengatur lentang kewenangan Pmd::'fuh Mmd.;
bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,

3. Penerbitan perizinan yanp baru sebagaimana dimaksud dalam 2
| angka 2 berupa

Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Izin semeniara untuk melakukan pengangkutan dan penjuslan;
thuumqummﬁthhmmm
dan/atau pamurmisn;
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penjualan;
Izin Usaha Jasa Pertambangan (ILLUP) dan
g lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;

apoe

4.

Penerbitan perizinan dan non-perizinan selain sebagaimana dimaksud pada angka

3 barupa :

a. peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

b. pemberan pempanjangan lerhadap perzinan yang lelah diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada angka 3;

. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan status penanaman modal; dan

d. persetujuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
kgiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,

dalam jangka wakiu palaksanaan pengelolaan kewenangan perlambangan mineral

dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diproses panarbitannya

solelah mamenuhi persyaratan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Terhadap permohonan perizinan yang telah diajukan kepada gubernur sebelum
tanggal 10 Jun| 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampal dengan
berlakunya UL Nomaor 3 Tahun 2020 tidak dapal dilanjutkan proses panerbitannya,
sesual dangan ketentuan Pasal 173C UU Nomer 3 Tahun 2020.

Alas perhalian Bapak/lbu Gubermur, kami haturkan terma kasih,

a.n. Menteri Enargi dan Sumber Daya Mineral
Pit. Direkiur Janderal Mineral dan Batubara,
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. Bapak Menteri Enengi dan Sumber Daya Mineral

Bapak Menteri Dalam MNegeri

Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektur Jenderal Kemenleran Energl dan Sumber Daya Minaral
Para Kepala Dinas ESDM Provinsi seluruh Indonesia

. Para Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins

seluruh Indonesia



